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GUBERNUR BALI 

 
PERATURAN GUBERNUR BALI 

 
NOMOR 49 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2016 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR  BALI, 
 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 

Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2017 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 

Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia         
Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 1649); 
 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia      
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 3569); 
 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  3688); 
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 
 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             

Nomor 4400); 
 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004         

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

 
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia        
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

 
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu028.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/03uu017.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/03uu017.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu001.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu015.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu025.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu033.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu028.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu028.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/14uu023.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/15uu009.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/pp23-2005.DOC
http://www.bphn.go.id/data/documents/pp23-2005.DOC
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia        
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 5272);  
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 

 
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13    
Tahun  2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 
 

 
 
 

 
 

http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp054.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp054.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp055.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp055.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp056.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/12pp002.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp058b.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp065.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/06pp008.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/06pp008.pdf
http://peraturan.go.id/search/download/11e44c51257c83d0bfdb313233333333.html
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Belanja 
Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 
 

24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7); 
 

25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2015 tentang 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
Bali Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Bali 

Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Bali 
Tahun 2016 Nomor 9);  
 

26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2017 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah 
Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 8);  

 
27. Peraturan Gubernur Bali Nomor 92 Tahun 2015 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah     

Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Bali         
Tahun 2015 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Gubernur Bali Nomor 92 Tahun 2015 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun      
Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 

Nomor 59); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN           

ANGGARAN 2016. 
 

Pasal  1 
 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2016 terdiri atas: 
1. Pendapatan  

a. Pendapatan Asli Daerah..............Rp. 3.041.195.258.456,21  

b. Dana Perimbangan..................... Rp. 1.867.010.930.284,00 
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah...Rp.    340.811.565.515,65 

 Jumlah Pendapatan ................... Rp. 5.249.017.754.255,86 
 

 
 
 

 
 

http://jdih.baliprov.go.id/uploads/produk/2014/perda-8-2014.pdf
http://jdih.baliprov.go.id/uploads/produk/2015/perda-11-2015.pdf
http://jdih.baliprov.go.id/uploads/produk/2016/perda-9-2016.pdf
http://jdih.baliprov.go.id/uploads/produk/2017/perda-8-2017.pdf
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2. Belanja  
a. Belanja Tidak Langsung 

1. Belanja Pegawai ............. Rp.    753.993.266.108,00 
2. Belanja Subsidi .............. Rp.        9.990.000.000,00 

3. Belanja Hibah ................. Rp. 1.116.809.328.526,00 
4. Belanja Bantuan Sosial .... Rp.    155.774.827.000,00 
5. Belanja Bagi Hasil ............ Rp. 1.026.250.937.576,02 

6. Belanja Bantuan Keuangan Rp.    794.578.160.468,85 
7. Belanja Tidak Terduga ..... Rp.           192.177.183,46 

Jumlah.............................       Rp. 3.857.588.696.862,33  
 

b. Belanja Langsung 
  1. Belanja Pegawai ................. Rp.      96.558.764.493,00 
  2. Belanja Barang dan Jasa …. Rp.    735.861.830.573,66 

  3. Belanja Modal .................... Rp.    730.924.237.374,54 
   Rp. 1.563.344.832.441,20 

  Jumlah Belanja...................... Rp. 5.420.933.529.303,53   
  Surplus/Defisit...................... Rp.  (171.915.775.047,67) 

 
3. Pembiayaan 

a. Penerimaan ............................     Rp.   674.677.370.022,76 

b. Pengeluaran ..........................      Rp.     50.000.000.000,00 
Jumlah Pembiayaan Netto ………      Rp.   624.677.370.022,76 

Sisa lebih pembiayaan anggaran  
tahun berkenaan ………………....      Rp.   452.761.594.975,09 

 
 

Pasal  2 

 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 
Pasal 3 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan 

realisasi anggaran. 
 

Pasal 4 
 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
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Pasal 5 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Bali. 

 

Ditetapkan di Denpasar 
pada tanggal 29 Agustus 2017 

 
GUBERNUR  BALI, 

 
 
 

MADE MANGKU PASTIKA 
 

Diundangkan di Denpasar 
pada tanggal 29 Agustus 2017 

 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 
 

 
 

COKORDA NGURAH PEMAYUN 
 

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 49 


